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PELINDUNGAN DATA PRIBADI

[LLembaga Pengawas Tak Kunjung Terbentuk

JAKARTA, KOMPAS — Loembaga
independen vang bertugas mi-
lindungi data pribadi tak kun-
jung  terhentuk meski 1n-
dang-Undamg Nomor 27 Ta-
hun 2022 tentang Pelindungan
Diata Pribadi sudah lebih dari
aetahun diimplamentasikan,
Kebermlaan emboga penga
wis i semakin mendesak ka-
rena semakin maraknva he-
heaenran data pribadi dakan
hebermpa tahun terkhir,

Pembentukan lembuga
pengawas  pelindungan  data
pribacdi  merupakan amanat
LT N 277202 yang disahkan
pada 17 Oktober 2022, TU
Pelindungan Duats  Pribadi
(PO ini mulai berlake etektid
pada 17 Oktober 20124 setelah
relewali missi trisnsisi selama
dus tahun, Namun, hingga le-
hikr dari setzhun sejak diim-
Mementasikan,  pemerintah
belum  membentuk bermbag
tersebut.

Angpota Komisi 11T DR,
Ramthang - Soesatyo,  meng-
ngthan pemerintab untuk se
sera membenluk  otorlas
pengawas independen yang di-
amanatkan LU PDE Menret
diz, keheradazan lembaaz i
semakin merdesak menging:st
kzun mamknya kebocoran data
pribadi belakungan ini

Menpgutip laporan  Indone-
siam Cyher Security Forum
2024, Bambang menyebut e
bity dari 2.3 miliar data pribadi.
wang diduga milik warga Indo-
nesia, telah heredar di berbagai
e gedap dalim Figa tabun
terakhir. Pasdia 2023 sajn, =o
kstar 409 juta data bocwr dari
sejumlah  lxyanan, termasuk
BINS Kesehatan. PLN Mobile,
dan sejumlah platformm exsom-
e hesar

Drstar Lembiga Studi dars Axd-
vikasi Masyarskat (Elsam) pa-
dia Januari 2024 juda menyve-
buthkan, sedikitnyn An® juteda-
ta pribadi tersebar dari enam
platform  digital besas. Data
vang bocor mencakup nomaor
identitas, momnr kartu kelu-
arg, riwaval transiksi, kingga
dula bivmetrik

“Mlasih tingeinya cebocoran
diata  memperlifatkan hahas
[nddomesia herada dalam am-
caman serius. Kita berbicans
tentane ratusan juta identitas
digital warga.,” ujar. Ramibeing
el mmenggar mitse Kiinh
Politik Eiikum dun Kebijakan
Publik di" Universitas— Boro<
bautediar: Jakarta Sabtu
[ R R

Barrhang ménjelskan, UL
PDF telah memberikan dasar
hukum wang kuat ‘Hanya saja,
implenwntasinga il
muenghadapi boerbagan ketwdala
S¢hab, tunpa lembass peng-
awas independen vang memi-
Tiki kesvedan gan jelas dan be-
Bxiss dan inberaenst, pengawis
nilai sulit berjalzn optimal

TPengaarasan Bdak hisa
efektif tanpa lembaga inde-
perden yang disiapkan unhik
munjalankan fungs pengaais
an, mediasi, dan penegakan
administratif,”  kats  palitisi
Partai Gollar it

Timpang

Bambang nenilai, angka ke-
Fsocairan data vang sangat Fing-
@i setelah U7 PO disahkan
mununjukkan  ketimpoangan
=eriws antare harapan noma
di undang-undanyg dan imple-
mentasi di lapangan. Situasi
it digakini muncul salah sa-
tunva karena belum adanss

aforitas
den.

la pun menyavangkan lam-
hannya pembentukan ntoritas
pengawas  independen meski
UL PDF telab berlaku sejak
Oktober 2022 Hingas  kind
strakcur kelembagaan ntoeitas
tersebut mmasih ter: dihohas
i inbernal pemerintah tanpa
kepastian wakiu pembentuk-
ANV

Tak sebatas mendesak agar
wotoribas itu segera dibentuk
Bambang jugs memints sgar
Iemibeigs pengawas yvang akan
dibsertuk meriliki kewenang-
an pengawisan, smediasi, dan
ra independen. Otoritas ini ju-
#ga haris behas inferwensi, e
meiliki sbeukrr teknis yang ka
at-dun trunsparsn kepada pub-
like.

"Tanpa it 1717 PP tdak
mampu memberikan pelin
dumngan yvang efektil, ” ujurnva

Knalisi 29 arpanisas? ma-
sgnrakat sipil yng fergabeing
dalam Jaringan Hesilicnst D
mokrasi Digital (DDAN) juga
mendesak Presiden Prabowo
Suhianbo segen memastikan
terjaminmya hak privasi warga
melahui pembentulan Temhaga
pelindungan data pribedi. S
lain itw, penerbitan peratwcan
pemwerintah (P sebhagal per-
aturan furiman dari U1 PDR

Koalisi menifin kedua in
strumen  tersebut semestinga
sudabh hadir sejak UT7 PD
herdaku penuh peda 17 Oktio-
There SR,

DDEN mengingatkan, ab
sennya lembaga FDP dan atur
an turunan telah menciptakan
kekosongan  hukum  dalam
pemirnsesan dats sensitif. Situ-
azi ini membuat aarga Hdak

pengawas  indepen

memiliki tesipat untuk me-
muinta pertanggungjasaban sa-
at terjadi pelangraran data pri-
hadi, melai dad kasus kebao-
woran Pusat Data Nagional Se-
mentar (PDNS) 2 hingga da-
dasn pertubaran data dengan
negara lain.

“Tanpi Temshag pelindung-
an data pribwadi dan PP PDP
publik dibiarkan menghadapi
pelangzaran data pribadi tanpa
mekamisme pengaduan yang
jelus " kata Direktur Eksekutst
Bafenet, Nenden Sekar Arum,
vang menpwkan baagian dari
B,

Kauslizi jugia memeoroti pro-
=5 penyvusunan Hancangtan
Peraturan Pemerintah (BRI
tentarg PR vamg dinilai mdak
trunspeiran, Mercka memper
tanyakan sejauh mana aspirasi
publik, terutama  kelompok
remtan dan pernandang disa-
hilities, telah diakomodasi. Ke
menterian Komunikssi dan
Digital hamus membuks kem-
hali pembahasan KPP PDE jika
proses penyusunannya belum
melibatkan  partisipasi  ber-
makna.

“Apakah fuam mwEyarakat
sipil sudah didenpgar? Apakah
akses publik unkik melihat
proses penyusunan HEY PDEP

benar-benar  dibuks™  kata
Nemdern.
Selain muasalah regulasi,

DDEN jugi mengungkap me
ningkatnya kasus kriminalisast
mengmunakan U7 PDP di se-
jurmlab daerah, Sakib satunea
menimpa seomng jurmalis Ji
NTT pacda 2024, Koalist me
sl pencgakan hukum yang
kelinw justru berpotensi meng-
ancam kebebasan berekspresi
dan memperburuk situasi ke-
daulatan digital, (50
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